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WARGA BANDONGAN TERIMA BANTUAN PANGAN 

 
Sumber Gambar: 

https://www.beritamagelang.id/warga-bandongan-terima-bantuan-pangan 

 

Isi Berita:   

BERITAMAGELANG.ID - Ratusan warga Desa Bandongan beramai ramai mendatangi 

kantor desa setempat, Selasa (30/1/2024). Mereka terlihat antusias datang sejak pagi dan 

rela berdesakkan di tempat tersebut. 

"Hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024, dilaksanakan penyaluran bantuan sosial berupa 

beras Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap III," jelas Kepala 

Desa Bandongan, Sujono di sela kegiatan tersebut. 

Lebih jauh Sujono menjelaskan jumlah kelompok penerima manfaat pembagian beras 

cadangan pemerintah itu berjumlah 786 kepala keluarga. 

"Bantuan akan diberikan setiap bulan selama enam bulan," jelasnya. 

Di tempat terpisah, Sekretaris Desa Bandongan, Wardoyo, menjelaskan dalam program 

ini setiap kelompok penerima manfaat (KPM) mendapat bantuan 10 kilogram beras. 

"Kalau jumlah KPM saja berjumlah 786 KK. Maka jumlah beras yang didistribusikan di 

Desa Bandongan mencapai 7,86 ton," jelasnya. 

Menurut Wardoyo, bantuan pangan untuk warga desa Bandongan saat ini merupakan 

kegiatan yang ketiga. Kegiatan penyaluran tahap satu dan kedua telah dilaksanakan 

beberapa bulan lalu. Jumlah penerima manfaat tahap ketiga ini lebih banyak daripada 

tahap kesatu dan kedua. 

"Tetapi yang jelas penerima manfaat itu menerima bantuan gratis," ungkap Wardoyo. 

Penyaluran bantuan pangan sesungguhnya merupakan kegiatan nasional yang telah 

dimulai pada 2023. Tujuan dari program ini adalah mengurangi beban pengeluaran 

penerima bantuan pangan sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan, menangani 

kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, 
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mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan 

konsumen. 

Upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian 

inflasi tidak hanya dilaksanakan melalui bantuan pangan tetapi juga dilaksanakan dengan 

melakukan droping beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang telah 

dilaksanakan pada tahun lalu. 

Bedanya dengan program bantuan pangan yang gratis, droping beras SPHP adalah 

diberlakukan HET premium Rp13.900/kg, medium Rp10.900/kg. 

Berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, dropping beras 

SPHP dilakukan oleh Bulog 10 kali sebulan. 

Sumber Berita: 

1. http://beritamagelang.id/warga-bandongan-terima-bantuan-pangan, “Warga 

Bandongan Terima Bantuan Pangan”, tanggal 31 Januari 2024. 

2. https://desabandongan.magelangkab.go.id/First/detail_artikel/program-bantuan-

pangan-cadangan-beras-pemerintah-tahap-iii-tiba-di-desa-bandongan, “Program 

Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap III Tiba di Desa Bandongan”, 

tanggal 31 Januari 2024. 

Catatan : 

• Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, 

bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan 

pemerintah untuk pemberian bantuan pangan.  pemerintah bertanggung jawab dalam 

penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, 

rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.1 

• Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan 

Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.2 

• Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam 

mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis 

Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan 

dan gizi, dan kerja sama internasional.3 

• Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, 

adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki 

negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang 

 
1 Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah 

untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran 
2 Ibid, Pasal 1 angka 2 
3 Ibid, Pasal 1 angka 3 
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menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang 

tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.4 

• Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangandilakukan untuk mengatasi:5 

a. Kekurangan Pangan; 

b. Gejolak harga Pangan; 

c. Bencana alam; 

d. Bencana sosial; dan/atau 

e. Keadaan Darurat 

• Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:6 

a. Masyarakat miskin; dan/atau 

b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi 

• Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi: 

a. Beras 

b. Bawang 

c. Cabai 

d. Daging unggas 

e. Telur unggas 

f. Daging ruminansia 

g. Gula konsumsi 

h. Minyak goring; dan/atau 

i. Ikan kembung 

• Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional 

dapat menugaskan:7 

a. Perum BULOG; dan /atau 

b. BUMN Pangan  berdasarkan usulan Kepala Badan 

• Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:8 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau 

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

• Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan 

dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Salah satu dari Tim 

tersebut antara lain: organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau 

menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian. 

 
4 Ibid, Pasal 1 angka 5 
5 Ibid, Pasal 2 ayat (1) 
6 Ibid, Pasal 3 ayat (1) 
7 Ibid, Pasal 7 ayat (1) 
8 Ibid, Pasal 9 
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• Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa penyaluran bantuan sosial berupa 

beras Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap III," jelas Kepala 

Desa Bandongan. Bantuan akan diberikan setiap bulan selama enam bulan. Upaya 

pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi 

tidak hanya dilaksanakan melalui bantuan pangan tetapi juga dilaksanakan dengan 

melakukan droping beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang telah 

dilaksanakan pada tahun lalu. Bedanya dengan program bantuan pangan yang gratis, 

droping beras SPHP adalah diberlakukan HET premium Rp13.900/kg, medium 

Rp10.900/kg. Berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 

dropping beras SPHP dilakukan oleh Bulog 10 kali sebulan. 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


